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Kepada Yth.

Ketua Panitia Pendidikan Dasar PKPNU

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1.
2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.



B. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan:
1. Pasal 69 berbunyi Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur,
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/ atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat

dan/ atau Partai Politik;

o

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk

mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Jj. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah itetapkan

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 187 ayat (2) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, atau
huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau
paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

3. Pasal 187 ayat (3) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h,
huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



4. Pasal 187A ayat (1) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk
mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan
hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih
calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (twjuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah;

5. Pasal 187A ayat (2) berbunyi Pidana yang sama diterapkan kepada
pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas perihal larangan dalam kampanye,

Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Panitia Pelaksana/Kegiatan
Pendidikan Dasar PKPNU untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye
dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arsip



